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Nomor :  50/G.TUN/2010 /P .TUN Mdo

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado yang  memer iksa ,  memutus  

dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  t i ngka t  

per tama  dengan  acara  biasa  yang  bers idang  di  gedung  yang  te lah  

dised iakan  untuk  i t u  d i  Ja lan  Pumorouw  No.  66  Manado,  te l ah  

mengambi l  Putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam sengketa  anta ra :

N a m a : AMBROSINA MARGARETHA ROTTI;

Kewarganegaraan : Indones ia ;

Peker j aan : Karyawan Swasta ;

Alamat : Kelu rahan  Dendengan Dalam Lingk .  I  

RT/RW:- - /001  Kecamatan  Tika la  Kota  

Manado;

Selan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .  Penggugat ;

L A W A N

- Nama Jabatan : KEPALA  KANTOR 

PERTANAHAN KOTA MANADO;

Tempat  Kedudukan : Ja lan  Pomorouw No.  224 Kota  Manado;

Dalam  hal  in i  te l ah  member i  kuasa  

kepada  masing- masing  bernama:

1) ADRIE ROTINSULU,  SH,  kewarganegaraan  

Indones ia ,  peker j aan / j aba tan  Kepala  

Seks i  Sengketa ,  Konf l i k  dan  Perkara  

Per tanahan ;

2) MEIDY   J.  TENDEAN,  SH,  

kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan / j a ba tan  Kepala  Sub  Seks i  

Sengketa  dan Konf l i k  Per tanahan;

3) JHON EDWARD  C,  SH,  kewarganegaraan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Indones ia ,  peker j aan / j aba tan  Kepala  

Sub Seks i  Perkara  Per tanahan;  dan

4.  FORTH …………../

1

4) FORTH  TEDDY   P.  RUMENGAN,  SAP,  

kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan / j a ba tan  Sta f  Sub  Seks i  

Sengketa  dan Konf l i k  Per tanahan .

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  

20  Januar i  2011  Nomor:  23/13-

71.71 / I / 2 011 ;  

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  .………...  

Tergugat ;

- Nama : JANES ROBERT ROTTI ;

Kewarganegaraan : Indones ia ;

Peker j aan : Pegawai  Neger i  Sip i l ;

Alamat : Ja lan  TNI  No.  33 Tika la  Ares ,  Kecamatan  

Tika la ,  Kota  Manado;

Dalam  hal  in i  te l ah  member i  kuasa  

kepada  MEIDY  LUMUNON,  SH,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat /Pengacara ,  Alamat  Ja lan  Mrs.  

A.A.  Maramis ,  Panik i  I I  L ingkungan  IV ,  

Kecamatan  Mapanget ,  Kota  Manado 

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  21 Januar i  2011;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i    Tergugat  

I I  In tervens i ;

Pengad i l a n  Tata  Usaha Negara  te r sebu t ;

- Te lah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Manado  Nomor :  02/Pen .MH/TUN/2010 /  P.TUN  Mdo 

tangga l  20  Januar i  2010  ten tang  Penun jukan  Maje l i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;  

- Te lah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hak im  te r t angga l  

30  Desember  2010  Nomor :  48/Pen .PP/TUN/2010 /  P.TUN Mdo 

ten tang  Pemer i ksaan  Pers i apan ;

- Te lah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hak im  te r t angga l  

20  Januar i  2010  Nomor :  48/Pen .HS/TUN/2010 /  P.TUN  Mdo 

ten tang  Har i  Sidang ;

- Te lah  membaca sura t  guga tan  Pengguga t  yang  te rda f t a r  d i  

Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  Manado  d i  bawah  Nomor :  

50 /G.TUN/2010 /P . TUN Mdo,  te r t a ngga l  29 Desember  2010 ;

- Te lah  mel iha t  dan  menel i t i  membaca  berkas  perka ra  

yang  bersangku tan ;  

- Te lah……………/

2

- Te lah  mendengar  ke te rangan  para  p ihak ;  

- Te lah  memer iksa  dan  mempela ja r i  sura t - sura t  buk t i  

para  p ihak ;  

- Te lah  mendengar  dan  mempela ja r i  ke te rangan  saks i  

dar i  para  p ihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA       :  

Menimbang ,  bahwa  Pengguga t  te l ah  menga jukan  Gugatan  

dengan  sura t  guga tannya  te r t a ngga l  08  Desember  2010  yan g 

d ida f t a r k an  pada  Kepan i t e r a an  Pengad i l a n  Tata  Usaha  Negara  

Manado  pada  tangga l  21- 12- 2010  d ibawah  reg i s t e r  Nomor :  

50/G .TUN/2010 /PTUN Mdo dan  te l ah  mela l u i  proses  pemer i k saan  

pers i apan  tangga l  20- 1- 2011  yang  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i k u t :

ADAPUN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN ADALAH:

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  166/T i ka l a  Ares  Tahun 1983,  Sura t  Ukur  

No.  342/1983  tangga l  12  Agustus  1983,  Luas  376  M2 (T iga  ra tus  

tu juh  puluh  enam meter  perseg i ) ,   yang  te l ah  dia l i h kan  hak  /  

d iba l i k nama  menjad i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI  pada  tangga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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19- 11- 1999  kemudian  pada  tangga l  15- 11- 2005  oleh  Tergugat  

kembal i  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  atas  nama 

JANES ROBERT ROTTI ;

Adapun alasan- alasan  gugatan  Para  Penggugat  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bahwa  penggugat   ada lah  sa lah  satu  Ahl i  Waris  /  anak  dar i  

Jun ius  Johanes  Rot t i  dan Lous i  Rot t i  Meray   (suami  i s t e r i )  

yang  memi l i k i  seb idang  Tanah  pekarangan  yang  dia tasnya  

te rdapa t  sebuah  rumah  permanen,  te r l e t a k  d i  Kelu rahan  

Tika la  Ares  dahulu  kecamatan  Manado  tengah  sekarang  

kecamatan  Tika la  Kota  Manado,  Luas  376  M2 (T iga  ra tus  

tu juh  puluh  enam meter  perseg i )  dengan batas - batas  :

- Utara :  Pabr i k  Rot i  mi l i k  ko Hengk i

- Bara t :  ja l an  seg i  t i ga

- Sela tan :  ja l an  menuju  TVRI

- Timur :  Keluarga  Pepah

2. Bahwa   tanah  se luas  376  M2 te rsebu t  te l ah  d iwar i s kan  

kepada  ke  empat  anak  dar i  Lous i  Rot t i  Meray  masing-

masing  bernama :  Ambros ine  Margare tha  Rot t i  (Penggugat ) ,  

Jacky  Jacobus  Hanry  Rot t i  (a lm) ,  dan Janes  Rober t  Rot t i ,  

berdasarkan  Sura t  Wasia t  No.  105  tangga l  29  September  

1987;

3.Bahwa………../

3

3. Bahwa  berdasarkan  Sura t  Wasia t  No.  105  tangga l  29  

September  1987  te rsebu t ,  Ambros ine  Margare tha  Rot t i  

(Penggugat )  mendapat  1/2  bag ian ,  Jacky  Jacobus  Hanry  

Rot t i  mendapat  ¼ bag ian ,   dan  Janes  Rober t  Rot t i  

mendapat  ¼ bag ian .

4. Bahwa  pada  tahun  1996  Janes  Rober t  Rot t i  menyarankan  

kepada  Penggugat  agar  Penggugat  membangun beberapa  kamar  

untuk  d ikon t r akkan / t empat  kost ,  dan  atas  perse tu j uan  

kakak  berad ik ,  dar i  has i l  uang  pens iun  suami  Penggugat  

(N icodemus  Pusung,  a lm)  te lah  dibangun  4  (empat )  kamar  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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permanen;

5. Bahwa  pada  akh i r  bu lan  Maret  2004,  betapa  kecewanya  

Penggugat  sete lah  mener ima  in fo rmas i  dar i  Janes  Rober t  

Rot t i  bahwa  SHM NO.  166/T i ka l a  Ares  (SHM yang  menjad i  

obyek  sengketa )  te l ah  dia l i h kan  hak  dar i  atas  nama Lous i  

Rot t y  Meray  menjad i  atas  nama  Janes  Rober t  Rot t i  

berdasarkan  Jua l  be l i  sedangkan  orang  tua  Penggugat  

t i ngga l  d i rumah  Penggugat ,  dan  te l ah  berus ia  lan ju t  

te l ah  pikun  ser ta  sak i t - sak i t an  dan   t i dak  pernah  

menandatangan i  jua l  be l i  kepada  s iapapun ;

6. Bahwa  pada  bulan  Apr i l  2004  Penggugat  mengajukan  

kebera tan  kepada  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Manado 

(Terguga t )  untuk  pencegahan/memblok i r  SHM yang  te lah  

dia l i h kan  hak  te rsebu t  akan  te tap i  kebera tan  Penggugat  

t i dak  pernah  di tanggap i  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Manado (Terguga t ) ;

7. Bahwa  pada  awal  bu lan  Mei  2004  atas  permin taan  ibu  

Penggugat  (Lous i  Rot t i  Meray)  ing in  t i ngga l  dan menginap  

di  rumah yang  saat  in i  menjad i  sengketa ,  dan se lan ju t nya  

Lous i  Rot t i  Meray  menyerahkan  as l i  SHM No.  166/T i ka l a  

Ares  sambi l  mengatakan  bahwa  SHM te rsebu t  d is impan  oleh  

Penggugat  karena  Janes  Rober t  Rot t i  te lah  menipu  ibu  

kandungnya  send i r i  dengan  merampas  hak  dar i  Penggugat  

yang  te lah  membuat /mengurus  penga l i han  hak  atas  SHM yang  

saat  in i  menjad i  sengketa ;

8. Bahwa atas  kebera tan  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  t i dak  

pernah  memanggi l  kepada  Penggugat  untuk  dimed ias i ;

9. Bahwa  pada  akh i r  bu lan   Mei  2004  Penggugat  mener ima  

in fo rmas i  dar i  Janes  Rober t  Rot t i  bahwa SHM yang  menjad i  

obyek  sengketa  te l ah  hi l ang ,  mendengar  in fo rmas i  

te rsebu t  Penggugat  menjad i  legah  karena  dengan  hi l angnya  

SHM te rsebu t  tanah  dan  rumah  te rsebu t  t i dak  bisa  

dia l i h kan  kepada  s iapapun;

10.Bahwa……………/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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10. Bahwa pada  tangga l  17 Agustus  2010  Penggugat  menanyakan  

kepada  Janes  Rober t  Rot t i  mengenai  hak  Penggugat  atas  

war i san  te rsebu t  namun Janes  Rober t  Rot t i  menjawab bahwa 

tanah  dan  rumah  akan  di j ua l nya  karena  SHM yang  te l ah  

hi l ang  te rsebu t  te lah  dibua t  SHM penggant i  yang  hi l ang ,  

dan katanya  dia lah  (Janes  Rober t  Rot t i  )   yang   mengurus  

ke Kanto r  Per tanahan  Kota  Manado;

11. Bahwa pada  tangga l  11  Oktober  2010  Penggugat  menghadap  

Kepala  Seks i  Sengketa  Konf l i k  dan  Perkara  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Manado  (Bpk .  Adr i  Rot insu lu )  untuk  

menanyakan  keberadaan  SHM No.  166  dan  oleh  Bpk  Adr i  

Rot insu lu  mengatakan    bahwa  SHM No  166/T i ka l a  Ares  

te rsebu t  te lah  dibua t  SHM penggant i  karena  hi l ang ,  dan  

atas  saran  Bpk  Adr i  Rot insu lu  pada  tangga l  te r sebu t  

Penggugat  menyura t  kepada  Terguga t  dengan  sura t  

te r t angga l  11 Oktober  2010  per iha l  Permohonan  blok i r  SHM 

No.  166  Kelu rahan  Tika la  Ares  atas  nama Janes  Rober t  

Rot t i ;

12. Bahwa  semua  rangka ian  proses  penga l i han  hak  atas  SHM 

No.  166/T i ka l a  Ares  Tahun  1983  menjad i  atas  nama Janes  

Rober t  Rot t i  sampai  dengan  penerb i t an  SHM penggant i  

ser t i f i k a t  h i l ang  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  maupun 

sete lah  Penggugat  mengajukan  pemblok i r an  sampai  dengan  

gugatan  in i  d ibua t ,  Penggugat  be lum  pernah  mener ima  

pember i t ahuan  ataupun  pangg i l an  dar i  p ihak  Tergugat  

untuk  d imed ias i ;

13. Bahwa  Penggugat  mengetahu i  keberadaan  atas  Ser t i f i k a t  

penggant i  te rhadap  SHM No.  166/T i ka l a  Ares  tahun  1983  

yang  dinya takan  hi l ang  oleh  Janes  Rober t  Rot t i  te rsebu t  

yang  di te rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Manado  (Terguga t )   pada  tangga l  11  Oktober  2010,  maka 

dengan  demik ian  Sura t  gugatan  yang  d ia j ukan    Penggugat  

be lum meleb ih i  90 (sembi l an  puluh )  har i  dan masih   da lam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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tenggang  waktu  sebaga imana  yang  dia tu r  pada  Pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ;

14. Bahwa Tergugat   yang  te l ah  menerb i t kan  penga l i han  hak  

SHM No.  166/T i ka l a  Ares  atas  nama Janes  Rober t  Rot t i  dan  

penerb i t an  SHM penggant i  yang  h i l ang  te rsebu t  te l ah  

merug ikan  kepent i ngan   Penggugat ,  o leh  sebab  i t u  

Penggugat  berhak  mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado  sebaga imana  maksud  Pasa l  53  ayat  1 

Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ;

15.Bahwa…………../

5

15. Bahwa  seharusnya  sebe lum  Tergugat  menerb i t kan  SHM 

penggant i  atas  SHM No.  166/T i ka l a  Ares  yang  hi l ang  

te rsebu t  harus  mempela ja r i  r iwaya t  tanah  yang  saat  in i  

menjad i  sengketa  karena  Penggugat  sudah  pernah  

mengajukan  kebera tan ,  dan  untuk  t i dak  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat  se la i n  dimedias i  o leh  Tergugat  

juga  harus  diumumkan  di  sura t  khabar  har ian  setempat  

sebaga imana  maksud  pasa l  59  ayat  (2 )  PP No.  24  Tahun  

1997 ten tang   Pendaf ta ran  Tanah;

16. Bahwa  semua  rangka ian  t i ndakan  Tergugat  dalam  proses  

penerb i t an  penga l i han  hak  SHM No.  166/T i ka l a  Ares  yang  

di te rb i t k an  tangga l  19- 11- 1999  atas  nama Janes  Rober t  

Rot t i  dan  penerb i t an  SHM penggant i  yang  hi l ang   tangga l  

15- 11- 2005  atas  nama  Janes  Rober t  Rot t i  ada lah  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran - Pera tu ran  dan  Perundang-

Undangan  yang  ber laku ,  yakn i    ber ten tangan  dengan  

Pasal  37 ayat  (1 )  dan  (2 ) ,  Pasal  38 ayat  (1 )  dan,  Pasa l  

57  ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3 ) ,  Pasa l  59  ayat  (2 ) ,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah,  

seh ingga  memenuhi  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004,  apa lag i  pada  saat  i t u  Penggugat  sebaga i  

sa lah  satu  ah l i  war i s  t i dak  di i ku t  ser takan /d i l i b a t k an ;

17. Bahwa karena  Tergugat   te l ah  menerb i t k an  penga l i han  hak  

SHM No.  166/T i ka l a  Ares  tahun  1983  atas  nama Janes  Rober t  

Rot t i    áda lah  merupakan  perbuatan  sewenang- wenang  

(Wel l ekeu r ) ,  ada lah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  ber ten tangan  dengan  

Asas- Asas  Umum Pemer in tah  yang  Baik ,  sesua i  keten tuan  

Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b   Undang- Undang  Nomor  9  tahun  

2004,  anta ra  la i n  :

- Asas  Kepast ian  Hukum: d imana  prosedur  penerb i t an  

penga l i han  hak  maupun  penerb i t an  SHM penggant i  yang  

hi l ang   t i dak  menggunakan  landasan  hukum ser ta  melanggar  

kepatu tan  dan kead i l an  ;  

- Asas  Keterbukaan:  Dimana  Terguga t   da lam  menerb i t kan  

obyek  sengketa  t i dak  secara  t ransparan ,  t i dak  pernah  

member i t ahukan /memanggi l  Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  

ah l i  war i s  yang  sah ;   

- Asas Profes iona l i t as :  Dimana Terguga t   t i dak  mempela ja r i  

r iwaya t  tanah ,  s iapa- s iapa  yang  berhak ,  dengan  demik ian  

Tergugat  t i dak  secara  pro fes i ona l  melaksanakan  tugas  

yang  dipercayakan  oleh  Negara  yakn i  melayan i  pub l i k  

dengan ba ik  dan ber tanggung jawab  ;

 Berdasarkan…………../
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Berdasarkan  ura ian - ura ian  d ia tas ,  maka  k i ranya  Maje l i s  

Hakim  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  yang  memer iksa  

perkara  a quo dapat  memutus  dengan  sead i l - ad i l nya ,  yang  amarnya  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t :  

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  No.  

166/T i ka l a  Ares  Tahun  1983,  Sura t  Ukur   No.  342/1983  

tangga l  12  Agustus  1983,  Luas  376  M2 (T iga  ra tus  tu j uh  

puluh  enam meter  perseg i ) ,   yang  te lah  dia l i h kan  hak  /  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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diba l i k nama  menjad i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI  pada  

tangga l  19- 11- 1999  kemudian  pada  tangga l  15- 11- 2005  o leh  

Tergugat  kembal i  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Penggant i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI ;

3. Mewaj ibkan  kepada  Tergugat  untuk  mencabut  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  166/T i ka l a  Ares  Tahun  1983,  Sura t  Ukur   No.  

342/1983  tangga l  12  Agustus  1983,  Luas  376  M2 (T iga  

ra tus  tu juh  pu luh  enam  meter  perseg i ) ,   yang  te l ah  

dia l i h kan  hak  /  d iba l i k nama  menjad i  atas  nama  JANES 

ROBERT ROTTI  pada  tangga l  19- 11- 1999  kemudian  pada  

tangga l  15- 11- 2005  oleh  Tergugat  kembal i  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  atas  nama JANES ROBERT 

ROTTI ;

4. Membebankan  kepada  Tergugat   untuk  membayar  b iaya  

perkara  yang t imbu l  ak iba t  gugatan  in i  ;

Menimbang,  bahwa sesua i  ke ten tuan  pasa l  74 ayat  1 Undang-

undang  Nomor  5  Tahun  1986,  pemer i ksaan  sengke ta  in i  d imu la i  

dengan  pembacaan  sura t  gugatan  Penggugat  o leh  Hak im  Ketua  

Sidang ;

Menimbang,  bahwa  pada  pers i dangan  yang  te lah  di te t apkan ,  

Penggugat  had i r  send i r i  tanpa  diwak i l i  o leh  kuasa ,  Tergugat  

t i dak  hadi r  tanpa  pember i t ahuan  yang  je l as  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  hadi r  kuasanya  bernama Meidy  Lumunon,SH;

Menimbang.  bahwa  te rhadap  Permohonan  masuk  menjad i  p ihak  

ket i ga  dalam  perkara  Nomor:  50/G.TUN/2010/PTUN Mdo oleh  Janes  

Rober t  Rot t i ,  pada  pers idangan  har i  Kamis  tangga l  27  Januar i  

2011  Maje l i s  Hakim te l ah  mener ima  permohonan  Janes  Rober t  Rot t i  

untuk  masuk  sebaga i  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i  mela lu i  

Penetapan  Nomor:  50/G.TUN/2010/P .TUN.Mdo;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  atas  gugatan  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Jawaban  pada  tangga l  10- 02- 2011 yang  pada  pokoknya  

ber i s i  sebaga i  ber i ku t :

I . DALAM ….. . . . . . . . . . /

7

I . DALAM EKSEPSI  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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a. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  

tegas  akan  kebenarannya .

b. Bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  pihak ,  yang  d imana  

seharusnya  Penggugat  mengajukan  p ihak - pihak  la i n  yang  

harus  d i i ku t se r t a kan  (Excep t i o  Plur i um  Li t i s  Consor t i um)  

anta ra  la i n :

- Pemer in tahan  Kotamadya  Manado  Cq.  Kecamatan  Wenang 

sebaga i  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  (Pasa l  1 ayat  2 dan  

3 UU No.  Tahun  1986)  yang  mengeluarkan  akta  Jua l  Bel i  

Nomor  218/KW/2000  tangga l  30 Maret  2000 se laku  Pejaba t  

Akta  Tanah (PPAT) .

I I . DALAM POKOK PERKARA  

1. Bahwa Jawaban  dalam Ekseps i  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan Jawaban dalam Pokok  Perkara .

2. Bahwa  Terguga t  menolak  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  

te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  secara  tegas  akan  

kebenarannya .

3. Bahwa Ser t i p i k a t  yang  menjad i  la ta r  belakang  penerb i t an  

ser t i p i k a t  Objek  Gugatan  te rsebu t  yakn i :

a. Sert ip ika t  Hak Mil ik  Nomor 166/T ika la  Ares.

- Bahwa  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  166/T i ka l a  Ares  

berasa l  dar i  Tanah  Negara  yang  memi l i k i  Riwayat  tanah  

sebaga i  ber i ku t  :

• Bahwa tanah  yang  menjad i  Objek  Gugatan  

merupakan  tanah  Negara  yang  dike lua r kan  

Sura t  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  

TK.  I  Sulawes i  Utara  Nomor  

188.44 /HM/prona /36271983  tangga l  19 

September  1983.

• Kemudian  pada  tahun  2000  dia l i h kan  

penguasaannya  kepada  Janes  Rober t  Rot t i  

mela lu i  proses  Pera l i han  Hak/ba l i k  nama 

berdasarkan  Dengan Akta  Jua l  Bel i  Nomor  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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218/KW/2000  tangga l  30  Maret  2000  yang  

dibua t  d i  hadapan  Pejaba t  Pembuat  Akta  

Tanah (PPAT)  Kecamatan  Wenang.

• Bahwa  kemudian  di te r b i t k an  Ser t i p i k a t  

kedua  pada  tangga l  15  November  2005  

karena  penggant i an  Ser t i p i k a t  h i l ang .   

- Bahwa……………./

8

- Bahwa  Objek  Gugatan  Penggugat  yakn i  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  Nomor  166/T i ka l a  Ares  berasa l  dar i  Tanah Negara ,  

d imana  dalam  proses  penerb i t an  ser t i p i k a t  te rsebu t  

te lah  memenuhi  unsur - unsur  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1960  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  Jo  PMNA/KBPN No.  3  Tahun  

1997  ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  ten tang  

Tatacara  Pember ian  dan  Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  

Negara  dan Hak Penge lo l aan .

Bahwa  berdasarkan  ura ian  Pokok  Perkara  te rsebu t  dalam 

Posi ta  3 ten tang  Latar  Belakang  di te rb i t k annya  Ser t i p i k a t  Objek  

Gugatan  maka  Tergugat  memohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  

mempert imbangkan  dan memutuskan  bahwa Gugatan  yang  dia jukan  oleh  

Penggugat  kabur  dan  t i dak  je l as  sesua i  dengan  Pasal  53,  Pasal  

56,  Pasal  62,  Pasal  63,  Pasal  77 dan Pasal  101 Undang- Undang No.  

5 Tahun  1986  jo  Undang- Undang No.  9 Tahun  2004.  Untuk  i t u  mohon 

Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  berkenan  memutus  dangan  amar  

putusan  sebaga i  ber i ku t :

I . DALAM EKSEPSI

- Menyatakan  bahwa  gugatan  Penggugat  merupakan  Sengketa  

Perda ta ,  seh ingga  menjad i  kewenangan  lembaga perad i l an  umum 

(Perda ta ) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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- Menyatakan  para  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  atas  

tanah  dibawah  Ser t i p i k a t  Objek  Sengketa .

- Menyatakan  bahwa  Objek  Gugatan  Penggugat  sah  sesua i  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan.

I I . DALAM POKOK PERKARA 

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

- Menghukum kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara .

- Mohon kead i l an .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Gugatan  Penggugat  Tergugat  I I  

In te r vens i  mengajukan  Jawaban  pada  tangga l  7  Pebruar i  2011  

sebaga i  ber i ku t :

A. Dalam  ……………./

9

A. Dalam Eksepsi  

1. Bahwa  gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  berdasarkan  

Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  kemudian  

di rubah  dengan Undang- Undang No.  9 Tahun 2004.

Dalam  Pasa l  Undang- Undang  te rsebu t  d inya takan  tenggang  

waktu  mengajukan  gugatan  dalam perkara  Tata  Usaha Negara  

ada lah  90  har i  te rh i t ung  se jak  di t e r ima  atau  d iumumkan 

keputusan  badan atau  pejaba t  Tata  Usaha Negara .

- Bahwa Penggugat  mendal i l k an  da lam pos i t a  angka  

13,  Penggugat  mengetahu i  ser t i p i k a t  te rsebu t  

tangga l  11  Oktober  2010  sedangkan  ser t i p i k a t  

hak  mi l i k  penggant i  a.n  Janes  Rober t  Rot t i  

d i t e rb i t k an  pada  tangga l  15  November  2005  hal  

in i  sudah  sangat  je l as  gugatan  Penggugat  te lah  

lewat  waktu  karena  sudah  hamper  5  tahun  

lamanya  ser t i p i k a t  yang  di te rb i t k an  oleh  

Kanto r  Badan Per tanahan  Manado.

2. Tentang  gugatan  Penggugat  kabur /obscu re  l i be l  te ru tama  

hubungan  anta ra  Posi ta  gugatan  dan  pet i t um  t i dak  runu t  

ser ta  t i dak  s ink ron  seh ingga  membingungkan  Terguga t  I I  

In te r vens i  untuk  menjawab gugatan  Penggugat .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hal  in i  se ja l an  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  

67/S ip /1975 ,  yang  anta ra  la i n  menyatakan  :

“Pet i t um  yang  t i dak  se ja l an  dengan  dal i l  gugatan  

mengandung  cacat  obscure  l i be l ,  o leh  karena  i t u  gugatan  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima .

3. Kompetens i  Mengadi l i

Bahwa berdasarkan  Posi t a  gugatan  Penggugat  angka  1,  2,  

3,  4,  5,  7,  9,  10  pada  pokok  gugatan  mengandung  aspek  

keperda taan ,  ha l  in i  harus  dise lesa i kan  mela lu i  gugatan  

perda ta  di  Pengad i l an  Neger i  Manado.

A.  Dalam Pokok Perkara  

1. Bahwa  alasan- alasan  ekseps i  angka  1,  2  dan  3 

te rsebu t  d ia tas ,  d inya takan  sebaga i  bagian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  ser ta  dianggap  te l ah  te rmuat  

kembal i  da lam  jawaban  atas  pokok  perkara  di  bawah 

in i ,  sepan jang  ada re levans i  yur i d i s .

2. Bahwa Tergugat  I I  In te r vens i ,  menolak  dengan  tegas  

semua  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rkecua l i  

te rhadap  hal - ha l  yang  secara  tegas  d iaku i .

3.Bahwa……………../

10

3. Bahwa  Posi ta  angka  1  dar i  Penggugat  adalah  benar  

merupakan  sa lah  satu  ah l i  war i s  dan  lokas i  tanah  yang  

diguga t  o leh  Penggugat  sudah  benar .  Akan te tap i  Tergugat  

I I  In te r vens i  te l ah  membel i  dengan  cara  i t i k ad  baik  

kepada  orang  tua  Penggugat  (Lous i  Rot t i  Meray) .

Berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  No.  218/KW/2000,  tangga l  30  

Maret  tahun  2000,  yang  dibua t  d i  hadapan  Drs .  Jant j e  H 

Sumampouw PPAT Kecamatan  Wenang Kota  Manado.

4. Bahwa  pos i t a  angka  2  dar i  gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  to l ak  karena  t i dak  

berdasarkan  hukum dan mengada-  ada.

5. Bahwa  pos i t a  angka  3  dar i  gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  karena  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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t i dak  ada pembagian  atas  tanah  ob jek  sengketa .

6. Bahwa  pos i t a  angka  4  dar i  Penggugat ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  karena  alasan  te rsebu t  t i dak  berdasar  

dan merupakan  pik i r an  pr ibad i  Penggugat .

7. Bahwa  pos i t a  angka  5  dan  Penggugat ,  Terguga t  I I  

In te r vens i  menolak  dengan  tegas  karena  Tergugat  I I  

In te r vens i  te lah  membel i  tanah  dan  rumah  yang  

sekarang  in i  te l ah  menjad i  ob jek  sengketa  kepada  

ibu  Penggugat  dengan cara  i t i k ad  baik .

8. Bahwa  pos i t a  angka  6  dar i  Gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  karena  

hal  i t u  ada lah  kewenangan  dar i  Kantor  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Kota  Manado (Terguga t ) .

9. Bahwa  pos i t a  angka  7  dar i  gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  to lak  dengan  tegas ,  karena  

Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  menipu  ibu  kandung  

dar i  Penggugat  dan  juga  ibu  kandung  dar i  Tergugat  

I I  In te r vens i .

10. Bahwa  pos i t a  angka  8  dar i  Penggugat ,  Tergugat  

menolak  dengan  tegas  karena  ha l  i t u  kewenangan  dar i  

p ihak  BPN kota  Manado.

11. Bahwa pos i t a  angka  9  dar i  Penggugat ,  Tergugat  I I  

In te r vens i  menolak  dengan  tegas  karena  Tergugat  I I  

In te r vens i  pada  tangga l  30  Maret  tahun  2000  te lah  

membel i  tanah  yang  menjad i  ob jek  sengketa  sekarang  

in i .

12. Bahwa  pos i t a  angka  10  dan  gugatan  Penggugat ,  

Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  tegas  karena  

alasan  te rsebu t  mangada- ada dan t i dak  tepa t .

13.Bahwa………./
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13. Bahwa pos i t a  angka  gugatan  Penggugat  angka  11,  12,  13,  

14,  15,  16,  17  Tergugat  I I  In te r vens i  menolak  dengan  

tegas  hal  i t u  kewenangan  penuh  dar i  kanto r  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Kota  Manado  ser ta  Kantor  Per tanahan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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te lah  melaksanakan  tugas  mereka  secara  tepa t  dan benar .

Berdasarkan  atas  hal - ha l  yang  diu ra i kan  di  atas  Tergugat  

I I  In te r vens i ,  dengan  hormat  bermohon  kepada  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  te rho rmat ,  k i r anya  berkenan  

untuk  memer iksa ,  mengadi l i  dan  menja tuhkan  putusan  perkara  aquo  

sebaga i  ber i ku t  :

- DALAM EKSEPSI  :  

“  Menyatakan  mener ima  se lu ruh  ekseps i  Tergugat  I I  

In te r vens i  ;

‘ ’  Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;

- DALAM POKOK PERKARA    

‘ ’  Menolak  gugatan  Penggugatun tuk  se lu ruhnya  ;

‘ ’  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  Penggugat  di  da lam  pers idangan  pada  tangga l  17- 2-

2011  te lah  mengajukan  Repl i k  te r t angga l  17  Pebruar i  2011 dan 

te rhadap  Repl i k  te rsebu t  Terguga t  I I  In te r vens i  d i  da lam 

pers idangan  pada  tangga l  24- 2- 2011 te l ah  mengajukan  Dupl i k  

te r t angga l  21  Februar i  2011  sedangkan  Tergugat  mengajukan  

Dupl i k  d i  da lam pers idangan  pada tangga l  10- 3- 2011;

Menimbang,  bahwa untuk  memperkua t  da l i l - da l i l  gugatannya ,  

Pengugat  d ida l am  pers i dangan  te l ah  menga jukan  a la t  buk t i  sura t  

berupa  fo t ocopy  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  cukup  dan  te l ah  

d i t e l i t i  ser t a  d i cocokkan  sesua i  dengan  as l i n ya  maupun  sesua i  

dengan  fo tocopy ,  yang  d ibe r i  tanda  buk t i  buk t i  P- 1  sampai  

dengan  buk t i  P- 5 dengan  per i n c i a n  sebaga i  ber i ku t :

1. Bukt i  P- 1 : Foto  copy  tanpa  as l i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  166/T i ka l a  Ares  

Tahun  1983,  Sura t  Ukur  No.  342/1983  tangga l  

12  Agustus  1983,  Luas  376  M2 (T iga  ra tus  

tu j uh  pu luh  enam meter  perseg i ) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2.Buk t i…………/
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2. Bukt i  P- 2 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

Sura t  Wasia t  Nomor :  105  tangga l  29  September  

1987  yang  d ibua t  A.J .  Tumonggor ,  SH se laku  

Notar i s  &  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah  

Kotamadya  Manado;

3. Bukt i  P- 3 : Foto  copy  tanpa  as l i  sura t  

dar i  Penggugat  yang  d i tu j u kan  kepada  Kepa la  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Manado  (Terguga t )  

te r t angga l  11  Oktober  2010  per i ha l :  

Permohonan  Blok i r  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

166  Kelu rahan  Tika la  Ares  atas  nama  Janes  

Rober t  Rot t i ;

4. Bukt i  P- 4 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

Kut i pan  Akta  Kemat ian  Lous i  Meray  tangga l  10 

Jun i  2004  yang  d ike l ua r kan  o leh  Kepa la  Dinas  

Kependudukan  dan  Pencata tan  Sip i l  te r t angga l  

8 Oktober  2010;

5. Bukt i  P- 5 : Fotocopy  sesua i  dengan  as l i  

SHM Nomor  166/T i ka l a  Baru  Tangga l  19- 11- 1999  

yang  d iba l i k  nama  dar i  Lous i  Rot t y  Meray  

kepada  Janes  Rober t  Rot t i  sesua i  dengan  Akta  

Jua l  Bel i  Nomor  218/KW/2000  Tgl  30 Mare t  2000  

yang  d ibua t  d ihadapan  Drs .  Jant j e  H.  

Sumampouw,  PPAT  Kecamatan  Wenang  Kotamadya  

Manado;

Menimbang,  bahwa  untuk  memperkua t  da l i l - da l i l  

bantahannya  Terguga t  da lam  pers i dangan  te l ah  menga jukan  

a la t  buk t i  sura t  berupa  fo t ocopy  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  

cukup   dan  te l ah  d i t e l i t i  ser t a  d icocokkan  sesua i  dengan  

as l i n ya  maupun  sesua i  dengan  fo t ocopy ,   yang  d ibe r i  tanda  

buk t i  T.1  sebaga i  ber i ku t :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bukt i  T- 1 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

Buku  Tanah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

166/T i ka l a  Ares  Lou isa  Ar ian t j e ,  Tangga l  21  

September  1983,  Sura t  Ukur  No.  342/1983 ,  

d i t e r b i t k an  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Gubernur  Kepala  Daerah  Tk.  I  Sulawes i  Utara  

tangga l  19  September  1983  No.  188.  

44/HM/Prona /3627 /1983 ,  d ia tas  Tanah  Negara .  

Kemudian  te l ah  d i t e r b i t k an  Ser t i f i k a t  Ke Dua 

karena  Pergan t i an  Ser t i f i k a t  Hi lang .

Menimbang,…………./
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Menimbang,  bahwa untuk  memperkua t  da l i l - da l i l  bantahannya  

Terguga t  I I  In t e r v ens i  d i  da lam  pers i dangan  te l ah  menga jukan  

a la t  buk t i  sura t  berupa  fo t ocopy  yang  te l ah  d ibe r i  metera i  

cukup   dan  te l ah  d i t e l i t i  ser t a  d icocokkan  sesua i  dengan  

as l i n ya  maupun  sesua i  dengan  fo tocopy ,   yang  d ibe r i  tanda  

buk t i  T- I I  In t e r vens i  1 sampai  dengan  T- I I  In t e r vens i  6sebaga i  

ber i k u t :

1. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 1 : Foto  copy  tanpa  as l i  

Ser t i f i k a t  No.  166/T i ka l a  Ares  tangga l  

19- 11- 1999;

2. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 2 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

Akta  Jua l  Bel i  No.  218/KW/2000  tangga l  

30  Mare t  2000  yang  d ibua t  d ihadapan  

pe jaba t  pembuat  ak ta  tanah  Kecamatan  

Wenang o leh  Drs .  Jant j e  H.  Sumampouw;

3. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 3 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  166/T i ka l a  

Ares  tangga l  15 November  2005;

4. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 4 : Foto  copy  sesua i  dengan  as l i  

sura t  Pencegahan  Mutas i  Tanah 

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  166/T i ka l a  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Ares  tangga l  20  Mei  2005  yang  d i t u j u kan  

ke  Ambros ina  Rot t i e  dar i  Kepa la  BPN 

Kota  Manado;

5. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 5 : Foto  copy  tanpa  as l i  sura t  

Pencegahan  Mutas i  tanah  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  166/T i ka l a  Ares  yang  d ibua t  

Kepa la  BPN Kota  Manado  d i t u j u kan  ke  

Ketua  Pengad i l an  Neger i  Manado  tangga l  

12 Ju l i  2005;

6. Bukt i  T- I I  In te r vens i - 6 : Foto  copy  tanpa  as l i  

Pengumuman  Ser t i f i k a t  Hi lang  No.  

166/T i ka l a  Ares  tangga l  09  Agustus  2005  

Koran  (Sura t  Kabar )  Posko;

Menimbang,  bahwa d isamping  bukt i - buk t i  sura t  Penggugat  d i  

da lam  pers idangan  pada  har i  Rabu  tangga l  30- 3- 2011  te l ah  

mengajukan  permohonan  s idang  pemer iksaan  lokas i  dan  te rhadap  

permohonan  te rsebu t  Maje l i s  Hak im pada har i  Kamis  tangga l  14- 4-

2011  te l ah  mengadakan  s idang  pemer i ksaan  lokas i ,  dan  te rhadap  

fak ta - fak ta  yang  d i t emu i  se lama  pers i dangan  d i  lokas i  sengke ta  

te rmuat  secara  lengkap  da lam ber i t a  acara ;

Menimbang,  …………./

14

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  dalam acara  pembukt i an  saks i ,  

para  Penggugat  d i  da lam  pers idangan  pada  har i  Rabu tangga l  9 

Februar i  2011  te lah  mengajukan  Saks i  d ipe rs i dangan  yang  te rd i r i  

2 (dua)  orang  dan te l ah  member ikan  kete rangannya  d ibawah  sumpah 

yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t :

Saksi  1 Penggugat  atas  nama Fr ida  Keseh:

- Bahwa  saks i  ada lah  ad ik  i pa r  dar i  Pengguga t  dan  kakak  

ipa r  dar i  Terguga t  I I  In t e r v ens i  karena  suami  saks i  ad ik  

dar i  Pengguga t  dan kakak  dar i  Terguga t  I I  In t e r v ens i ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa  pada  saat  pembagian  tanah  dan  rumah  di  ja l an  TNI  

yang  sekarang  SHM-nya  menjad i  obyek  sengketa  saks i  t i dak  

had i r ,  yang  had i r  adalah  suami  dar i  saks i  dan  suami  saks i  

(Ju l i a n  Rot t i )  yang  mencer i t a kan  kepada  saks i ;

- Bahwa  saudara  dar i  Penggugat  yang  per tama  Ambros ina  

Margare tha  Rot t i ,  kedua  Jacky  Jacobus  Handry  Rot t i  

(a lmarhum) ,  Ju l i an  Rot t i  atau  Joe l  Rot t i  (a lmarhum)  dan  

Janes  Rober t i  Rot t i  (Terguga t  I I  In te r vens i ) ;

- Bahwa suami  saks i  mendapat  bagian  tanah  dan  rumah  yang  di  

Ja lan  TNI  (yang  sekarang  SHM-nya  menjad i  obyek  sengketa )  

akan  te tap i  tanah  dan  rumah  te rsebu t  sete lah  pembagian  

langsung  d i t uka r  dengan  tanah  dan  rumah  yang  di  Maumbi  

(mi l i k  dar i  Penggugat ) .  

- Bahwa  tanah  dan  rumah  yang  d i  Maumbi  bukan  merupakan  

bag ian  dar i  war i san  te tap i  d ibe l i  o leh  suami  Penggugat ;

- Bahwa pada  saat  per tuka ran  anta ra  rumah yang  di  ja l an  TNI  

dengan  rumah  yang  di  Maumbi ,  t i dak  ada  bukt i  sura t  hanya  

di l akukan  secara  keke lua rgan ;

- Bahwa  Janes  Rober t  Rot t i  pernah  member i t ahu  saks i  sudah  

ada  Ser t i f i k a t  baru  untuk  tanah  yang  ada di  Ja lan  TNI  akan  

te tap i  saks i  t i dak  pernah  dipe r l i h a t k an  Ser t i f i k a t  

te rsebu t ;

- Bahwa  saks i  nant i  mendengar  tanah  di  Ja lan  TNI  sudah  

dibe l i  o leh  Janes  Rober t  Rot t i  sete l ah  ibu  mertua  saks i  

(Lou ise  Meray)  meningga l  dun ia ;

- Bahwa  yang  meningga l  leb ih  dahu lu  ada lah  suami  saks i  

Ju l i an  Rot t i  kemudian  baru  ibu  mertua  saks i  Luo ise  Meray;

- Bahwa Luo ise  Meray  meningga l  tahun  2003;

- Bahwa per tuka ran  tanah  di  ja l an  TNI  dengan  yang  di  Maumbi  

te r j ad i  tahun  1983;

Kete rangan  saks i  se lengkapnya  te r can tum da lam ber i t a  acara ;

Saks i…………./
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Saksi  2 Penggugat  atas  nama Drs.  Jant je  Hermanus Sumampouw:

- Bahwa benar  saks i  yang  menerb i t k an  Akta  Jua l  Bel i  

No.  218/KW/2000  Tangga l  30 Mare t  2000;

- Bahwa  pada  membuat  Akta  Jua l  Bel i  yang  had i r  

ada lah  saks i ,  ibu  Lou ise  Meray ,  pembel i  Janes  

Rober t  Rot t i  dan saks i - saks i  dar i  s ta f  saks i ;

- Bahwa  sebe lum  d i t e r b i t k a n  Akta  Jua l  Bel i ,  t i dak  

d iadakan  pen in j auan  lokas i ;

- Bahwa pada  saat  menghadap  ibu  Lou ise  Meray  membawa 

Ser t i f i k a t  dan Janes  Rober t  Rot t i  membawa KTP; \

- Bahwa sebe lum  membuat  Akta  Jua l  Bel i ,  saks i  t i dak  

pernah  melakukan  cross  cek  dengan  Kanto r  Badan 

Per tanahan  apakah  tanah  te r sebu t  bermasa lah  atau  

t i dak ;

- Bahwa  cross  cek  t i dak  d i l a kukan ,  saks i  hanya  

mendapat  in f o rmas i  dar i  s ta fnya  bahwa  tanah  

te r sebu t  t i dak  bermasa lah ;

- Bahwa sebe lum  membuat  Akta  Jua l  Bel i ,  saks i  t i dak  

pernah  menanyakan  kepada  Lou ise  Meray  dan  Janes  

Rober t  Rot t i  apakah  masih  mempunya i  saudara  

kandung  yang  la i n  atau  t i dak ;

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  ber tanya  kepada  Lou ise  

Meray  dan  Janes  Rober t  Rot t i ,  apakah  te rhadap  

tanah  te r sebu t  sudah  ada pembagian  atau  t i dak ;

- Bahwa  saks i  pernah  mengan ju r kan  kepada  kepada  

pemohon  karena  masih  ada  i ka tan  ke lua rga  ( i bu  dan  

anak)  seba i knya  d ibua t  Akta  Hibah  bukan  Akta  Jua l  

Bel i ;

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  tahu  secara  pas t i  apakah  

te r j a d i  pembayaran  te rhadap  tanah  te r sebu t ,  karena  

saks i  t i dak  pernah  mel iha t  ada  te r j a d i  pembayaran  

d ihadapan  saks i ;

- Bahwa menuru t  saks i  seanda inya  pada  saa t  i t u  saks i  

ke tahu i  te l ah  te r j a d i  pembagian  te rhadap  tanah  

te r sebu t  maka  saks i  akan  min ta  d i l amp i r k an  Sura t  

Kete rangan  War is ;

Disclaimer
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Kete rangan  saks i  se lengkapnya  te r can tum da lam ber i t a  acara ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  tahap  pembukt i an  se lesa i  p ihak  

Penggugat ,  Tergugat  maupun  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

memasukkan  Kes impu lan  di  da lam  pers idangan  pada  tangga l  5- 5-

2011;

Menimbang,…………./

16

Menimbang,  bahwa sega la  fak ta  yang  te rungkap  dalam  s idang  

sebaga imana  te rcan tum  secara  lengkap  dalam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  perkara  in i ,  untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  

dianggap  te rmuat  dan merupakan  satu  kesatuan  dengan Putusan  in i ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang,  bahwa obyek  perkara  da lam sengke ta  in i  ada lah  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  166/  Tika la  Ares  Tahun  1983,  Sura t  

Ukur  No.  342/1983  tangga l  12  Agustus  1983,  Luas   376  M2 (  t i ga  

ra tus  tu juh  pu luh  enam meter  perseg i )  an.  Lousi  Rotty  Meray ,  

yang  te lah  dia l i h kan  hak  /  d iba l i k nama  menjad i  an.  JANES ROBERT 

ROTTI   pada tanggal  19- 11- 1999  kemudian  pada  tangga l  15- 11- 2005  

oleh  Tergugat  kembal i  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  

Penggant i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI ;

Menimbang,  bahwa pada  pokoknya  Penggugat  memohon untuk  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah obyek  sengketa  te rsebu t  d ia tas ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  Pihak  

Tergugat  dan  Terguga t   I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  jawaban  

pada  Tangga l  10  Februar i  2011  dan  dalam  jawaban  te rsebu t ,  

masing- masing  te l ah  mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t   :

• Gugatan  Penggugat  te lah  lewat  waktu ;   

Disclaimer
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• gugatan  Penggugat  merupakan  Sengketa  Perda ta  seh ingga  

menjad i  kewenangan  lembaga perad i l an  umum (Perda ta )  ;

• gugatan  Penggugat  kurang  pihak ,  yang  dimana  

seharusnya  Penggugat  mengajukan  p ihak - pihak  la i n  yang  

harus  di i ku t se r t a kan ;

• Penggugat  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  atas  tanah  

dibawah Ser t i p i k a t  Objek  Sengketa .

• Gugatan  Penggugat  Kabur  /  obscure  l i be l ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :  

Meninbang ,……………./
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Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya,  Tergugat  I I  

In te r vens i  mendal i l k an  bahwa Penggugat  mendal i l k an  dalam pos i t a  

angka  13,  Penggugat  mengetahu i  ser t i f i k a t  te rsebu t  tangga l  11  

Oktober  2010  sedangkan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  a.n .  

Janes  Rober t  Rot t i  d i  te rb i t k an  pada  tangga l  15  November  2005,  

ha l  in i  sudah  sangat  je l as  gugatan  Penggugat  te lah  lewat  waktu  

karena  sudah  hampi r  5 tahun  lamanya  ser t i f i k a t  yang  di te r b i t k an  

oleh  Kanto r  Badan Per tanahan  Manado;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  obyek  sengketa  dan  fak ta  

yang  di temukan  dalam  pers idangan ,  Per i s t i wa  hukum  yang  di  

daf ta r kan  di  Kanto r  Badan Per tanahan  Kota  Manado  yang  berka i t an  

dengan obyek  sengketa  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

a. Pendaf ta ran  untuk  per tama  ka l i  ya i t u  

pember ian  hak  kepada  Lousi  Rotty  Meray 

berdasarkan  UU nomor  5  tahun  1960  ten tang  

Dasar - Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a ;

b. Permohonan  Penggant i an  Ser t i f i k a t  atas  

Disclaimer
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Ser t i f i k a t  yang  rusak  yang  d ia j ukan  oleh  

Janes  Robert  Rott i ,  yang  di  lan ju t kan  

dengan  Penerb i t an  Ser t i f i k a t  Penggant i  an.  

Lousi  Rotty  Meray

c. Perdaf t a r an  Pera l i han  Hak  yang  d ia j ukan  

oleh  Janes  Robert  Rott i ,  yang  di l an j u t kan  

dengan Pencata tan  Bal i k  nama;

d. Permohonan  untuk  Penggant i an  ser t i f i k a t  

atas  ser t i f k a t  yang  hi l ang  yang  di l an j u t k an  

dengan  penerb i t an  ser t i k a t  Penggant i  atas  

ser t i f i k a t  yang hi l ang ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangka ian  per i s t i wa  hukum 

te rsebu t  d ia tas ,  maka dapat  d is impu lkan  bahwa  per i s t i wa  hukum 

yang  menjad i  pokok  permasa lahan  da lam  sengke ta  in i  ada lah  

Pendaf ta ran  Pera l i han  Hak  dan  Pembukuan   Bal i k  nama  ya i t u  

Pergant i an  Pemegang  Hak dar i  an.  Lousi  Rotty  Meray  menjad i  an.  

Janes  Robert  Rott i ,  seh ingga  permasa lahan   tenggang  waktu  dalam 

sengketa  a- quo  diba tas i  pada   permasa lan  se jak  kapan  Penggugat  

mengetahu i  te rb i t n ya  Ser t i f k a t  bal i k  nama an.  Janes  Robert  

Rott i ;

Menimbang,  ……………../

18

Menimbang,  bahwa  dida lam  Yur i sp rudens i  Mahkamah  Agung  

Regis te r  nomor :  5/K/TUN/1992  di ten tukan  bahwa  te rhadap  orang  

atau  Badan Hukum Perdata  yang  t i dak  d i t u j u  secara  langsung  oleh  

suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  pengh i t ungan  tenggang  waktu  

90  (sembi l an  puluh)  har i  seper t i  d imaksud   o leh  pasa l  55  

Undang- undang  No.  5  tahun  1986  te rh i t ung  se jak  saat  orang  atau  

Badan  Hukum  Perdata  (p ihak  ket i ga )  te rsebu t  mengetahu i  

keberadaan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya ,  Penggugat  menyatakan  

bahwa pada  akh i r  bu lan  Maret  2004,  Penggugat  mener ima  in fo rmas i  

dar i  Janes  Rober t  Rot t i  bahwa SHM NO. 166/T i ka l a  Ares  (SHM yang  
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menjad i  obyek  sengketa )  te l ah  dia l i h kan  hak  dar i  atas  nama 

Lous i  Rot ty  Meray  menjad i  atas  nama  Janes  Rober t  Rot t i  

berdasarkan  Jua l  be l i  dan  se lan ju tn ya  pada  bulan  Apr i l  2004  

Penggugat  mengajukan  kebera tan  kepada  Kepala  Kantor  Per tanahan  

Kota  Manado  (Terguga t )  untuk  pencegahan/memblok i r  SHM yang  

te lah  dia l i h kan  hak  te rsebu t  akan  te tap i  kebera tan  Penggugat  

t i dak  pernah  di tanggap i  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Manado (Terguga t ) ;

Menimbang,  bahwa dalam pers idangan ,  Pihak  Terguga t   I I  

In te r vens i  mengaku i  bahwa  Pihak  Tergugat  te lah  pernah  

menanggap i  Sura t  Penggugat  dengan  adanya  Sura t  Panggi l an  Kepada  

Penggugat   ,  ha l  mana  Sura t  te rsebu t  d i  serahkan  oleh  Pihak  

Tergugat  kepada  Pihak  Tergugat  I I  In te r vens i  ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa t i ndakan  Tergugat   yang  

memanggi l  Pihak  Penggugat  mela lu i  Tergugat  I I  In te r vens i ,  

ada lah  t i ndakan  yang  t i dak  sesua i  dengan  kepatu tan  dan  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

seh ingga  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  suatu  Kela la i an  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  t i dak  dapat  d i  jad i kan  alasan  untuk  

merug ikan  kepent i ngan  Penggugat ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d ia tas  

maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  tenggang  waktu  Penggugat  

untuk  mengajukan  gugatan  te rh i t u ng  se jak  Penggugat  d i rug i kan  

ya i t u   pada  tangga l  11  Oktober  2010  seh ingga  Gugatan  Penggugat  

masih  dia j ukan  da lam tenggang  waktu ;  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  ten tang  gugatan  Penggugat  merupakan  

Sengketa  Perda ta  seh ingga  menjad i  kewenangan  lembaga  perad i l an  

umum (Perda ta ) ;

Menimbang,…………../
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Menimbang,  bahwa  mengenai  kewenangan  abso lu t ,  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  yang  dipermasa lahkan  oleh  Penggugat  pada  
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pokoknya  ada lah  mengenai  prosedur  penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak 

Hi l i k  No.  166/  Tika la  Ares  Tahun  1983,  Sura t  Ukur  No.  342/1983  

tangga l  12  Agustus  1983,  Luas   376  M2 (  t i ga  ra tus  tu juh  puluh  

enam meter  perseg i ) ,  yang  te l ah  dia l i h kan  hak  /  d iba l i k nama  

menjad i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI   pada  tangga l  19- 11- 1999  

kemudian  pada  tangga l  15- 11- 2005  oleh  Tergugat  kembal i  

menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  atas  nama  JANES 

ROBERT ROTTI ;

 Menimbang,  bahwa  karena  Substans i  yang  disengke takan  

dalam  perkara  in i  mengenai  Prosedura l  penerb i t an  sura t  

keputusan  Tata  Usaha Negara ,  maka untuk  menguj i  keabsahan  sura t  

keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  (ob jek  sengketa )  ada lah  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado 

sebaga imana  dia tu r  da lam keten tuan  Pasa l  47  Undang- undang  no  5 

tahun  1986  jo  Undang- undang  no 9 tahun  2004,  yang  pada  pokoknya  

mengatu r   bahwa  Pengad i l an  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  seh ingga   ekseps i  

Tergugat  ten tang  kewenangan  abso lu t   harus  dinya takan  di  to l ak ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  Tergugat  ten tang  gugatan  Penggugat  

kurang  pihak ;  

Menimbang,  bahwa dalam jawabannya,  Tergugat  mendal i l k an  

bahwa  gugatan  Penggugat  kurang  p ihak ,  yang  d imana  seharusnya  

Penggugat  mengajukan  pihak- pihak  la i n  yang  harus  di  

i ku t se r t a kan  (  Except i o  Plur i um  Li t i s  Consor t i um)  anta ra  la i n  :  

Pemer in tahan  Kotamadya  Manado  Cq.  Kecamatan  Wenang  sebaga i  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara  (  Pasa l  I  ayat  2 dan 3 UU No.  5 Tahun  

1986  )  yang  mengeluarkan  akta  Jua l  Bel i  Nomor  218  /  KW /  2000  

tangga l  30 Maret  2000 se laku  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t ;

Menimbang,  bahwa  da lam keten tuan  Pasal  6  ayat  2  PP 24  

tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  tanah  pada  pokoknya  mengatu r  

bahwa  dalam  melaksanakan  pendaf t a ran  tanah ,  Kepala  Kantor  

Per tanahan  diban tu  oleh  PPAT dan  Pejaba t  la i n  yang  di tugaskan  
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untuk  melaksanakan  keg ia tan - keg ia tan  te r t en t u  menuru t  Pera tu ran  

Pemer in tah  in i  dan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

bersangku tan ;

Menimbang,  ……………/
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  dalam  keten tuan  Pasa l  1 

ayat  (1 )  jo  Pasa l  1 ayat  (12) ,  pada pokoknya  mengatur  bahwa:

1. Pendaf ta ran  tanah  ada lah  rangka ian  keg ia tan  yang  

di l akukan  oleh  Pemer in tah  secara  te rus  menerus ,  

berkes inambungan  dan  te ra tu r ,  mel ipu t i  pengumpulan ,  

pengo lahan ,  pembukuan,  dan  penya j i an  ser ta  

pemel iha raan  data  f i s i k  dan data  yur i d i s ,  da lam bentuk  

peta  dan  daf ta r ,  mengenai  b idang- bidang  tanah  dan  

satuan- satuan  rumah  susun,  te rmasuk  pember ian  sura t  

tanda  bukt i    haknya  bag i  b idang- bidang    tanah  yang  

sudah  ada haknya  dan hak  mi l i k  atas  satuan  rumah susun  

ser ta  hak- hak  te r t en t u  yang membebaninya .

2.  Pemel iha raan  data  pendaf t a ran  tanah  ada lah  keg ia tan  

pendaf ta r an  tanah   untuk  menyesua ikan  data  f i s i k  dan  

yur id i s  da lam  peta  pendaf ta r an ,  daf ta r  tanah ,  daf ta r  

nama,  sura t  ukur ,  buku  tanah ,  dan  ser t i p i k a t  dengan  

perubahan- perubahan  yang te r j ad i  kemudian ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  s is t im  ker j a  anta ra  BPN 

sebaga i  pemegang  kewenangan  dalam  pendaf ta ran  tanah  dan  PPAT 

sebaga i  Pemegang  kewenangan  dalam  membuat  Akta  Pera l i han  Hak 

atas  tanah  merupakan  satu  kesatuan  fungs i  untuk  menjamin  

kepast i an  hukum atas  pendaf ta ran  suatu  pera l i han  hak,  ha l  mana 

meskipun  kewenangan  pembuatan  akta  pera l i h an   kewenangannya  

dipe rban tukan  kepada  PPAT  sebaga i  lembaga  yang  dianggap  

pro fes i ona l  namun dalam pendaf ta ran  pera l i h an  hak  te rsebu t  pada  

Buku  Tanah (se lan ju tnya  penerbi tan  sert i f i k a t )  sepenuhnya  

menjad i  tanggung  jawab  BPN (  Tergugat ) ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  
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dia tas ,  ekseps i  Pihak  Tergugat  yang  menyatakan   bahwa 

Pemer in tahan  Kotamadya  Manado  Cq.  Kecamatan  Wenang  sebaga i  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  harus  di  i ku t se r t a kan  

(Excep t i o  Plur i um  Li t i s  Consor t i um)  dalam  persengke taan  

dinya takan   t i dak  bera lasan  hukum dan harus  dinya takan  di to l a k ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  ten tang  Penggugat  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan  atas  tanah  d ibawah Ser t i p i k a t  Objek  Sengketa ;

Menimbang,  ………………/
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Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya,  khususnya  hal  yang  

dimohonkan  oleh  Terguga t  untuk  di  putuskan ,  pada  pokoknya  

Tergugat  memohon  agar  Penggugat  dinya takan  t i dak  mempunyai  

kepent i ngan  atas  tanah  d i  bawah  ser t i f i k a t  yang  di  

persengke takan ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t :   

Menimbang,  da lam dalam pers idangan  di temukan  fak ta  hukum 

bahwa Pihak  Penggugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  Saudara  

Kandung  dan  bidang  tanah  sebaga imana  te rsebu t  da lam  obyek  

sengketa  te l ah  d ibag i  o leh  orang  tua  yang  bersangku tan .  (  Vide  

bukt i  P- 2 )

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  sudah  cukup  alasan  

untuk  menyatakan  bahwa  Pihak  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  

untuk  mengajukan  gugatan  dalam sengketa  A- quo,  seh ingga  Ekseps i  

Tergugat  ten tang  Penggugat  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  karus  

dinya takan  t i dak  bera lasan  hukum dan dinya takan  d i t o l a k ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas  ya i t u  bahwa  Penggugat  mempunyai  kepent i ngan  untuk  

mengajukan  gugatan ,  Pengajuan  gugatan  masih  da lam  tenggang  

waktu  untuk  menggugat ,  pokok  permasa lahan  cenderung  

mempermasalahkan  prosedur  penerb i t an  ser t i f i k a t  Penggant i  maka 

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  ekseps i  ten tang  gugatan  kabur  

dinya takan  di to l ak ;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  se lu ruh  ekseps i  yang  

dia j ukan  oleh  Tergugat  dan  Tergugat  I I  d i  In te r vens i  te lah  

dinya takan  di to l a k ,  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  pokok  perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa dalam gugatannya  Penggugat  mendal i l k an  

bahwa pada  akh i r  bu lan  Maret  2004,  Penggugat  mener ima  in fo rmas i  

dar i  Janes  Rober t  Rot t i  bahwa SHM NO. 166/T i ka l a  Ares  (SHM yang  

menjad i  obyek  sengketa )  te l ah  dia l i h kan  hak  dar i  atas  nama 

Lous i  Rot ty  Meray  menjad i  atas  nama  Janes  Rober t  Rot t i  

berdasarkan  Jua l  be l i ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  atas  in fo rmas i  te rsebu t ,  

pada  bulan  Apr i l  2004  Penggugat  mengajukan  kebera tan  kepada  

Kepala   Kantor  Per tanahan  Kota  Manado  (Terguga t )  untuk  

pencegahan/memblok i r  SHM yang  te lah  dia l i h kan  hak  te rsebu t  akan  

te tap i  kebera tan  Penggugat  t i dak  pernah  d i t anggap i  o leh  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Manado (Terguga t ) ;

Menimbang,…………/
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Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Penggugat  mendal i l k an  bahwa 

pada  akh i r  bu lan  Mei  2004  Penggugat  mener ima  in fo rmas i  dar i  

Janes  Rober t  Rot t i  bahwa SHM yang  menjad i  obyek  sengketa  te l ah  

hi l ang ,  dan  pada  tangga l  11  Oktober  2010  Penggugat  menghadap  

Kepala  Seks i  Sengketa  Konf l i k  dan  Perkara  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Manado  (Bpk .  Adr i  Rot insu lu )  untuk  menanyakan  keberadaan  

SHM No.  166 dan oleh  Bpk Adr i  Rot insu lu  mengatakan  bahwa SHM No 

166/T i ka l a  Ares  te rsebu t  te l ah  d ibua t  SHM penggant i  karena  

hi l ang ,  dan atas  saran  Bpk Adr i  Rot insu lu  pada  tangga l  te rsebu t  

Penggugat  menyura t  kepada  Terguga t  dengan  sura t  te r t angga l  11  

Oktober  2010  per iha l  Permohonan  b lok i r  SHM No.  166  Kelu rahan  

Tika la  Ares  atas  nama Janes  Rober t  Rot t i  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangka ian  da l i l  Penggugat  

te rsebu t ,  se lan ju t n ya  Penggugat  mendal i l k an  bahwa  semua 

rangka ian  proses  penga l i han  hak  atas  SHM No.  166  Tika l a  Ares  

Tahun  1983  menjad i  atas  nama Janes  Rober t  Rot t i  sampai  dengan  
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penerb i t an  SHM penggant i  ser t i f i k a t  h i l ang  yang  d i t e rb i t k an  

oleh  Tergugat  maupun  sete lah  Penggugat  mengajukan  pemblok i r an  

sampai  dengan  gugatan  in i  d ibua t ,  Penggugat  be lum  pernah  

mener ima  pember i t ahuan  ataupun  pangg i l an  dar i  p ihak  Terguga t  

untuk  dimed ias i   seh ingga  te l ah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran -

Pera tu ran  dan  Perundang- Undangan  yang  ber laku ,  yakn i  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  37  ayat  (1 )  dan  (2) ,  Pasa l  38  ayat  

(1 )  dan,  Pasal  57  ayat  (1 ) ,  (2 )  dan  (3) ,  Pasa l  59  ayat  (2 ) ,  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah,  seh ingga  memenuhi  keten tuan  Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a UU 

nomor  9 tahun  2004 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l  Penggugat  te rsebu t ,  Pihak  

Tergugat  pada  pokoknya  mendal i l k an  bahwa  proses  penerb i t an  

ser t i f i k a t  yang  dipe rsengke takan   Penggugat  yakn i  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  Nomor  166/T i ka l a  Ares  berasa l  dar i  Tanah  Negara ,  

d imana  dalam  proses  penerb i t an  ser t i f i k a t  te rsebu t  te l ah  

memenuhi  unsur  -  unsur  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  

Tanah  Jo  PMNA/KBPN  No.  3  Tahun  1997  Tentang  Keten tuan  

Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  No  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  

Pember ian  dan  Pembata lan  Hak  Atas  Tanah Negara  dan  Hak 

Pengelo laan ;

Menimbang,…………/
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  dal i l  gugatan  

Penggugat ,  Pihak  Terguga t  I I  In te r vens i  menyatakan  bahwa 

Tergugat  I I  In te r vens i  mempero leh  hak  atas  tanah  dengan  cara  

i t i k ad  baik  berdasarkan  Akte  jua l  be l i  nomor  218/KW/2000,  

tangga l  30  Maret  2000,  yang  d i  buat  d i  hadapan  Drs .  Jant j e  H 

Sumampouw PPAT Kecamatan  Wenang Kota  Manado;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pokok  permasa lahan  te rsebu t  

d ia tas ,  maka dapat  d is impu lkan  bahwa ruang  l i ngkup  permasa lahan  
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dalam sengke ta  in i  te r l e t a k  pada  s is t im  per l i ndungan  hukum pada  

pemel iha raan  data  pendaf ta ran  tanah  khususnya  pemel iha raan  data  

pendaf ta r an  yang  di  la ta rbe l akang i  o leh  adanya  pera l i han  hak  

atas  tanah ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  permasa lahan  te rsebu t  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim akan  memper t imbangkan  sebaga i  ber i ku t :

Menimbang,  bahwa  Pasal  37  PP  24  tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah,  pada  pokoknya  mengatu r  bahwa  pemindahan  

dida f t a r kan  j i k a  dibuk t i k an  dengan  akta  yang  dibua t  o leh  PPAT 

yang  berwenang  menuru t  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ;

Menimbang,  bahwa dalam keten tuan  Pasal  1 angka  (1) ,  (2) ,  

(3)   PP 37  tahun  1998  ten tang  Peratu ran  Jabatan  Pejabat  Pembuat  

Akta  Tanah,  pada  pokoknya  mengatur  bahwa PPAT dapat  dibedakan  3  

( t i ga )  bagian  yai tu  PPAT,  PPAT sementara ,  ser ta  PPAT khusus,  hal  

mana se lan ju tnya  dalam keten tuan  Pasal  5 PP 37 tahun  1998 ten tang  

Peratu ran  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  pada  pokoknya  

mengatur  bahwa:

(1 )   PPAT diangka t  dan dibe rhen t i k an  oleh  Menter i ;  

(2 )   PPAT diangka t  untuk  suatu  daerah  ker j a  te r t en tu ;  

(3 )  Untuk  melayan i  masyaraka t  da lam  pembuatan  akta  PPAT di  

daerah  yang  belum cukup  te rdapa t  PPAT atau  untuk  melayan i  

go longan  masyaraka t  te r t en tu  da lam  pembuatan  akta  PPAT 

te r t en tu ,  Menter i  dapat  menunjuk  pejaba t - pe jaba t  d i  bawah 

in i  sebaga i  PPAT Sementara  atau  PPAT Khusus:  

a.  Camat  atau  Kepala  Desa untuk  melayan i  pembuatan  akta  di  

daerah  yang  belum  cukup  te rdapa t  PPAT,  sebaga i  PPAT 

Sementara ;  

b.  Kepala  Kantor  Per tanahan  untuk  melayan i  pembuatan  akta  

PPAT yang  dipe r l ukan  dalam  rangka  pelaksanaan  program-

program  pe layanan  masyaraka t  atau  untuk  melayan i  

pembuatan  akta  PPAT  te r t en tu  bag i  negara  sahabat  

berdasarkan  asas  res ip ros i t a s  sesua i  per t imbangan  dar i  

Depar temen Luar  Neger i ,  sebaga i  PPAT Khusus.  

Menimbang,  …………/
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Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  dalam keten tuan  Penje lasan  

Pasa l  39  ayat  (1 )  PP 24  tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  tanah  

pada  pokoknya  mengatu r  bahwa Akta  PPAT waj ib  d ibua t  sedemik ian  

rupa  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  dasar  yang  kuat  untuk  pendaf t a ran  

pemindahan  hak  dan  pembebanan  hak  yang  bersangku tan .  Oleh  

karena  i t u  PPAT ber tanggung  jawab  untuk  memer iksa  syara t - syara t  

untuk  sahnya  perbua tan  hukum yang  bersangku tan ,  dengan  anta ra  

la i n  mencocokkan  data  yang  te rdapa t  da lam  ser t i p i k a t  dengan  

daf ta r - daf ta r  yang  ada di  Kanto r  Per tanahan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  d ia tas  maka  kekuatan  dan  Kepast i an  Hukum atas  suatu  

Akta  Pera l i han  Hak yang  d i t e rb i t k an  oleh  PPAT  harus  memenuhi  2  

(dua)  persyara tan  ya i t u :

1. Syara t  Formi l  mel ipu t i  :

a.  Keabsahan  PPAT untuk  menerb i t kan  Akta  Pera l i han  

Hak

b.  Kecakapan  Para  Pihak  melakukan  pera l i h an  Hak

c.  Kewaj i ban  untuk  pen i l a i an  atas  kebenaran  ha l - ha l  

yang  te rsebu t  da lam  akta  dengan  penyesua ian  dan  

k la r i f i k a s i  ke BPN dan Pemer iksaan  lokas i

d.  Pendaf ta ra n Pera l i han  Hak kepada  BPN oleh  PPAT;  

2. Syara t  Mater i l  mel ipu t i  ke lengkapan  ala t -

ala t  bukt i  yang  dihadapkan  kepada  PPAT,  ha l  

mana  ala t - ala t  bukt i  te rsebu t  merupakan  

dasar  dan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dar i  

te rb i t n ya  pera l i h an  hak;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  s idang  Pemer iksaan  setempat  

pada  har i   kamis  tangga l  14  Apr i l  2011  di   lokas i  te rb i t n ya  

obyek  persengke taan ,  d i  pero leh  fak ta  hukum bahwa le tak  lokas i  

tanah   yang  d i  persengke takan  berada  dalam Wilayah  Kota  Manado;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ala t  bukt i  berupa   Akta  

Jua l  be l i  nomor  218/KW/2000   tangga l  30  Maret  2000  (V ide  bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i - 2)  anta ra  Lous i  Rot ty  Meray  ( Ibu  Penggugat  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i )   dengan  Janes  Rober t  Rot ty  (Terguga t  I I  

In te r vens i ) ,  d i  pero leh  Fakta  hukum bahwa Pejaba t  yang  membuat  

akta  te rsebu t  ada lah  PPAT sementara  ya i t u  Camat  an.  Drs  Jout je  
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Hermanus Sumampouw;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Perbuatan  hukum yang  

di l akukan  oleh  Camat  te lah  melampaui  kewenangannya  sebaga imana  

dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  5 PP  37  tahun  1998  ten tang  

Pera tu ran  Jabatan  Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah;

Menimbang,…………./
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  se lama  masa  pers i dangan  

di  pero leh  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

1. bahwa permohonan  untuk   Penerb i t an  ser t i k a t  Penggant i  

atas  ser t i f i k a t  yang  rusak  dia j ukan  oleh  Janes  Rober t  

Rot t i  sedangkan  pada  saat  yang  bersamaan  pelaksanaan  

pera l i han  hak  belum d i l aksanakan ;

2. bahwa  berdasarkan  pengakuan  Pihak  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  pada   pokoknya  menyatakan  bahwa pada saat  

penandatangan  akta  jua l  be l i ,  Pihak  Tergugat  I I  

In te r vens i  uang  pembel i an  t i dak  dihadapkan  kepada  

PPAT,  ha l  mana  da lam  pers idangan  Saks i  Drs  Jout je  

Hermanus  Sumampouw  (  camat  yang  ber t i ndak  sebaga i  

PPAT)  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  pada  saat  

penandatangan an akta  PPAT,  Janes  Rober t  Rot t i  t i dak  

membawa uang sebaga i  syara t  pera l i han  hak;  

3. bahwa sebe lum  akta  te rsebu t  d ia tas  di te rb i t k an ,  pada  

tangga l  29  September  1987  bidang  tanah  yang  te rsebu t  

da lam akta  te rsebu t  te l ah  dibag i  sebaga imana  te rsebu t  

da lam Akta   Wasia t  nomor  105 yang  di  buat  o leh  Nyonya  

Jd.  Lous i  Rot t y  Meray  di  Hadapan Notar i s  dan PPAT A.J .  

Tumonggor  SH        (  Vide  bukt i  P.2  ) ;

4. bahwa  Pihak  yang  ber t i ndak  sebaga i  PPAT  yang  

menerb i t kan  akta  pera l i han  adalah  PPAT  sementara ,  

sedangkan  lokas i  b idang  tanah   yang  te rsebu t  dalam 

akta  berada  di  wi layah  Kota  Manado  yang  te l ah  

di l engkap i  dengan  PPAT,  seh ingga  PPAT sementara  t i dak  

mempunya i  kewenangan  untuk  menerb i t kan  akta  pera l i han  

hak;

5. bahwa yang  mengajukan  permohonan  Pencata tan  Pera l i han  
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hak   ke  BPN adalah  Janes  Rober t  Rot t i  dan t i dak  d ibawa  

secara  langsung  o leh  PPAT sementara ;  

6. Bahwa  PPAT  Sementara  an Drs  Jout je  Hermanus 

Sumampouw. t i d ak  te r l eb i h  dahu lu  memer iksa  kebenaran  

akta  di  BPN dan  t i dak  pernah  mel iha t  atau  melakukan  

pemer iksaan  lokas i  le t ak  te rb i t n ya  ser t i f i k a t  yang  

te rsebu t  da lam akta  pera l i han  hak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  akta  PPAT  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Camat  an.   Drs  Jout je  Hermanus Sumampouw t i dak  

memenuhi  syara t  ba ik  syara t  Mater i l  maupun  fo rmi l  sebaga imana  

te rkandung  dalam  keten tuan  Pasa l  39  ayat  (1 )  PP 24 tahun  1997  

ten tang  Pendaf ta ran  tanah ;

Menimbang,…………/
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Menimbang,  bahwa   sebaga imana  te rsebu t  dalam 

per t imbangan   dia tas ,  pada  pokoknya  dalam  keten tuan  Pasal  6  

ayat  2 PP 24 tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  tanah  pada  pokoknya  

mengatu r  bahwa  da lam  melaksanakan  pendaf ta ran  tanah ,  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  diban tu  oleh  PPAT  dan  Pejaba t  la i n  yang  

di t ugaskan  untuk  melaksanakan  keg ia tan - keg ia tan  te r t en tu  

menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  dan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa esens i  dar i  keten tuan  te rsebu t  d ia tas ,  

pada  pokoknya  memuat  ni l a i  ten tang  kepas t i an  hukum,  hal  mana 

untuk  member ikan  jaminan  per l i ndungan  hukum  dan  jaminan  

kepast i an  hukum  kepada  pihak- pihak  yang  berkepen t i ngan  atas  

suatu  b idang  tanah ,  Pihak  BPN memi l i k i  hak retens i  ya i t u  t i dak  

ser ta  merta  mendaf ta r kan  akta  pera l i han  hak  beser ta  

pembukuannya  namun  mempunya i  hak  dan  kewaj i ban  untuk  menguj i  

apakah  suatu  akta  pera l i han  hak  te l ah  memenuhi  persyara tan  

sebaga imana  dia tu r  da lam  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Kepala  Badan  Per tanahan  
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Kota  Manad0 (  Terguga t )  t i dak  melaksanakan  hak  dan  kewaj i bannya  

dalam proses  bahwa pencata tan  pera l i han  hak  pada  buku  tanah  dan  

ser t i f i k a t  sebaga iman  te rsebu t  da lam obyek  sengke ta ;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  

d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Pendaf ta ran  Pera l i han  

Hak  yang  di l an j u t kan  dengan  penerb i t an  obyek  sengketa  te l ah  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  6,   Pasa l  37  dan  Pasa l  39  

ayat  (1 )  PP 24  tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  tanah ,  seh ingga  

Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa obyek  sengketa  harus  d inya takan  

Bata l ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  bukt i - bukt i  yang  t i dak  secara  

je l as  di  per t imbangkan,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  ala t  

bukt i  te rsebu t  harus  dikesampingkan ;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  obyek  sengketa  te lah  

dinya takan  bata l  maka  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  mencabut  obyek  sengketa  te rsebu t  d ia tas  dan  

se lan ju t nya  memer in tahkan  Tergugat  untuk  membayar  biaya  Perkara  

yangt  besarnya  akan  d isebu tkan  dalam amar  Putusan ; \

Menginga t ,  ……………./
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Menginga t ,  Keten tuan  dalam Undang- Undang  nomor  5 tahun  

1986  jo .  Undang- undang  nomor  9  tahun  2004  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  ser ta  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

berka i t an  dengan sengketa  in i ;

M e n g a d i  l  i

    Dalam Ekseps i

1. Menolak  Ekseps i  Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  

untuk  se lu ruhnya ;
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    Dalam Pokok  Perkara

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  166/  Tika la  

Ares  Tahun  1983,  Sura t  Ukur  No.  342/1983  tangga l  12  

Agustus  1983,  Luas   376 M2 (  t i ga  ra tus  tu juh  puluh  enam 

meter  perseg i ) ,  yang  te l ah  d ia l i h kan  hak  /  d iba l i k nama  

menjad i  atas  nama JANES ROBERT ROTTI   pada tangga l  19- 11-

1999  kemudian  pada  tangga l  15- 11- 2005  oleh  Tergugat  

kembal i  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  atas  

nama JANES ROBERT ROTTI ;

3.  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  166/  Tika la  Ares  Tahun  1983,  Sura t  Ukur  No.  

342/1983  tangga l  12  Agustus  1983,  Luas   376  M2 (  t i ga  

ra tus  tu juh  pu luh  enam  meter  perseg i ) ,  yang  te l ah  

dia l i h kan  hak  /  d iba l i k nama  menjad i  atas  nama  JANES 

ROBERT ROTTI   pada  tangga l  19- 11- 1999  kemudian  pada  

tangga l  15- 11- 2005  oleh  Tergugat  kembal i  menerb i t kan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  Penggant i  atas  nama JANES ROBERT 

ROTTI ;

4. Menghukum Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

membayar  biaya  Perkara  sebesar  Rp  1.742 . 000, -  (satu  

ju ta   tu juh  ratus  empat  puluh dua  r ibu  rupiah) ;

Demik ian lah  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Manado pada  har i  

Rabu 11 Mei  2011 ,  o leh  Kami  M. ILHAM LUBIS,  SH sebaga i  Hakim 

Ketua  Maje l i s ,  ELWIS  P.  SIT IO,  SH dan  MUHAMMAD IQBAL,  SH 

masing- masing  sebaga i  Hakim Anggota .  Putusan  mana 

dibacakan…………../

28

dibacakan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum  pada  har i  
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Kamis  tanggal  19  Mei  2011  oleh  Maje l i s  Hakim te rsebu t  dengan  

diban tu  o leh  JOEL J.A.  ROEROE,  SH sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

dan  dihad i r i  o leh  Penggugat ,  Kuasa  Hukum Tergugat  dan  kuasa  

Hukum Tergugat  I I  In te r vens i .

HAKIM ANGGOTA I                                           
KETUA MAJELIS HAKIM 

      TTD    Metera i / TTD

ELWIS  P.SIT IO,  SH                                          
M. ILHAM LUBIS,  SH 

      TTD

MUHAMMAD IQBAL,  SH                                  
PANITERA PENGGANTI    

  TTD

  
JOEL J.A.  ROEROE,  SH 
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PERINCIAN BIAYA PERKARA

PNBP Rp.     30 .000 , -

Pangg i l a n Rp.   195 .000 , -

Pemer i k s a a n  Lokas i Rp.    1 .500 . 0 0 0 , -

Mete r a i Rp.     12 .000 , -

Redaks i Rp.       5 .000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Rp. 1 .742 . 0 0 0 , -

(Sa t u  Ju t a  Empat  Ratus  Empat  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah )
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